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Jing murder done by the suspecl Oki has invited differeng Opiniong
A CasC nclRar :hfl based on the territorial principle Los Angeles is the most
Ihc'm h::‘:r:hlr;l. (hat based on the nationality principle and lack of treaty on
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1. PENDAHULUAN

Kasus tersangka Oki, seorang warga negara Indonesia (WNI), yan
pembunuhan terhadap dua orang WNI, yakni Gina Sutan Anwar dan
satu orang WN India, yakni Suresh Michandani, merupakan peritiwg
batas-batas negara yang banyak menarik perhatian masyarakat,
kejahatan tersebut mayatnya ditemukan di gudang tua di kawasap No
negara bagian Kalifornia, Amerika Serikat. Pada saat inj tersangka
penahanan Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk tindak pidana lain, ya

g diduga melakukan
I:Eri Darmay, AN, sery
Midang Yang Melintyg;
Ketigg Orang korhay,
Tthridge, 1 o, Angele
sedang berag, dalan;
kni Pemalsuan Paspor,
Persoalan hukum yang masih sering diperdebatkan adalah: g manakah Qkj Sebaikny,
diadili? Ada sebagian pihak, termasuk dj amaranya beberapa ahli hy
agar Oki diadili di Los Angeles. Sebaliknya, pada umumnya para peja
di negara kita, termasuk Menteri Kehakiman Oetojo Oesman, me
diadili di Jakarta, .

kum, menghengg
bat yang berwenang
nginginkan agar Ok

Mengenai persoalan ini, Pemerintah Amerika Serikat telah meminta secara resm
kepada Pemerintah Indonesia agar Oki dapat diekstradisikan ke Amerika Serikat untyl
diadili di sana. Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum mengambil keputusan ata
permintaan tersebut karena banyak instans; yang terkait dalam hal ini seperti Departeme
Kehakiman, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Departemen Luar Negeri. Selain it
Pemerintah Indonesia sedang menunggu bukti-bukti yang sedang dikumpulkan oleh apar
R
" Suf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

Suara Pembaruan, 1) Februari 1995,
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qegak hukumnya dari Los Angeles. Situasi menj

' adi semarak dengan adanya pula
cinginan Pemerintah India untuk mengadili Ok, g anya p

k

Sebagian orang khawatir jika Pemerintah Indonesia bersikerag untuk mengadili Oki
i sini. 0 ‘ AN ancaman bagi citra negara hukum kita di mata dunia.
penulis mempUnya! pandangan yang berlainan, paling tidak apabila kasus ini dilihat dari
kum internasional.

al ini dapat merupak

konteks hu

Tujuan tulisan ini adalah untuk memberikan komentar sekitar masalah di manakah
«chaiknya Oki diadili : Di Indonesia atau dj Amerika Serikat? Karena masalah ini
menyangkut tindak pidana yang melintasi batag negara, maka hukum internasional yang
herkaitan dengan hal ini juga akan dibahas, yakni lembaga ekstradisi dan bagaimana
pengaturannya dalam hukum internasional. Apakah Oki dapat diekstradisikan ke Amerika

Serikat ? Dalam pembahasan mengenai hal ini juga akan dihubungkan dengan ketentuan-
ketentuan hukum nasional Indonesia berkenaan dengan ekstradisi.

[I. YURISDIKSI NEGARA

Persoalan pertama yang perlu mendapatkan perhatian adalah negara(-negara) mana
yang mempunyai kewenangan hukum (yurisdiksi) atas peristiwa di atas. Dalam kasus ini
terdapat lebih dari satu negara yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadili tersangka,
yaitu Amerika Serikat dan Indonesia. Amerika Serikat mendasarkan yurisdiksinya dalam
kasus ini pada asas teritorial karena tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti) dan
waktu terjadinya tindak pidana (tempus delicti) adalah Los An geles. Di lain pihak, karena
Oki adalah warga negara Indonesia, Indonesia juga mempunyai yurisdiksi untuk mengadili
Oki berdasarkan asas kewarganegaraan (active nationality principle) sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 5 KUHP. Akibat dari adanya lebih dari satu negara yang mempunyai
yurisdiksi dalam suatu peristiwa hukum, maka terjadi persaingan yurisdiksi antara negara-
negara tersebut. Hal ini menimbulkan persoalan negara mana yang harus dimenangkan
atau didahulukan dalam menerapkan yurisdiksinya.

Selain itu terdapat pula keinginan India untuk mengadili Oki di India. India
mendasarkan yurisdiksinya karena warga negaranya menjadi korban kejahatan. Mengenai
hal ini, walaupun mungkin pernyataan atau penegasan atas adanya yurisdiksi atas peristiwa
ini oleh India dapat dibenarkan oleh hukum nasionalnya, tetapi dalam hukum internasional
yurisdiksi yang berdasarkan asas nasionalitas pasif (passive nationality principle) ini

—_——

Jadi dalam perkara ini Indonesia mempunyai yurisdiksi untuk mengadili Oki bukan karena korban
pembunuhan itu, antara lain Gina, adalah warga negara Indonesia.
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kejahatan atau telah dipridana.” Pengertian ckstradisi gy
dengan yang diatur dalam hukum internasiong| karen

rdak pelak lagi adalah berdasarkan ketentuan-kete
d,pr;klckkan secara umum oleh negara-negara, p
gisangkakan telah dilakukan dalam wilayah atay g; ,

am undang-undang ini juga sesuai
a4 penyusunan undang-undang ini
Ntuan hukum internasional yang
ada umumnya tindak pidana yang

tas kapal yang mengiby
) . . o gibarkan bendera
negara yang meminta agar dilakukan ekstradis; atas pelarian tersebut. Permintaan ekstradisi

ditujukan kepada negara yang wilayahnya dijadikan tempat melarikan diri oleh tersanek:
atau terpidana. rangka

Tujuan lembaga ekstradisi adalah untuk memastikan bahwa kejahatan-kejahatan yan
serius dapat dikenakan pidana, sehingga keadilan masih dapat ditegakkan meskipun oiani
yang telah melakukan tindak pidana tersebut telah melarikan diri ke negara lain, misalnya.
Seringkali terjadi bahwa negara tempat pelarian tersebut tidak dapat menuntut atau

menghukum pelarian tersebut karena aturan teknis hukum pidananya atau karena tidak
mempunyai yurisdiksi.*

Menurut hukum internasional, negara-negara tidak mempunyai kewajiban untuk
menyerahkan atau untuk tidak menyerahkan tersangka atau terpidana. Dengan perkataan
lain, negara yang mengetahui bahwa dalam wilayahnya terdapat pelarian dari negara lain
bebas untuk menentukan sikapnya: menyerahkan pelarian tersebut kepada negara yang
memintanya atau menolak untuk menyerahkan pelarian tersebut. Untuk mengatasi hal ini,
negara-negara yang berkepentingan perlu mengadakan perjanjian internasional yang
meletakkan kewajiban yang bertimbal balik untuk pemberian ekstradisi. Perjanjian ini dapat
dilakukan secara bilateral atau multilateral. Apabila tidak ada perjanjian ekstradisi antara
negara yang meminta dan negara yang diminta, pemberian ekstradisi bergantung sepenuhnya
pada negara yang diminta, yang apabila diberikan dasarnya adalah perlakuan timbal balik
(reciprocity) atau sopan santun (courtesy).

Hukum internasional menyerahkan persoalan pemberian dan prosedur ekstradisi kepada
hukum nasional, misalnya mengenai syarat-syarat dan siapa yang berwenang untuk
mengabulkan pemberian ekstradisi. Dengan demikian, hukum internasional tidak
menghalangi negara-negara untuk menentukan dalam hukum nasionalnya masing-masing
bahwa permohonan ekstradisi tidak dapat dikabulkan apabila orang yang melarikan diri
itu akan dituntut karena ras, agama atau pandangan politiknya, atau pengadilan dari negara
yang memohon ekstradisi yang akan mengadilinya mungkin berprasangka (prejudicial).

Y 1.G. Starke, Introduction to International Law, Bd. ke-9, London: Butterworths, 1984, hlm. 339,
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IV. TEMPAT PENGADILAN

Secara umum negara yang wilayahnya telah terjadi tindak pidana adalah yang paling

lasan yang dapat
telah terjadinya tindak pidan,

mempunyai kepentingan Yang
stiwa apa Pun yang terjadi dj

mampu untuk mengadili tersangka tindak pidana. Ada beberapa a
membenarkan pendirian ini. Pertama, bukti-bukt tentang
lebih tersedia di negara tersebut. Kedua, negara tersebut

ara tersebutlah yang paling tepat

Berdasarkan pendirian di atas, paling tidak
kat merupakan negara yang paling tepat untuk
embunuhan tersebut terjadi dalam wilayahnya.

pelarian tersebut diserahkan untuk diadili.s
sebagai kesimpulan sementara, Amerika Seri
mengadili tersangka Oki, karena peristiwa p

Tulisan inj menyetujui sepenuhnya Prinsip umum tersebut apabila Oki sekarang
memang berada dj wilayah Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia juga jarang sekali
negara lain yang menerapkan yurisdiksinya berdasarkan prinsip teriton'a!
Hinya yang melakukan tindak pidana g negara-negara tersebut dijatuhi

memprotes negara-
ketika warga nega

——

Ibid., him, 340),
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pukuman di negara-negara tersebut, bahkan ungyk hukuman gy k
nati se

. Ind UL mengakui kedayly
Jalam peristiwa OKi ini keadaannyy berlain

alipun. Sebagaimana

negara-negara lain, Indonesia |
an negara lain untuk itu. Namun

an,

Oki sekarang berada dalam wilayah Re
penahanan kepolisian Republik Indonesia, |
sama sekali berlainan jika seandainya O;
Serikat.

Publik Indonesia dan pula berada di bawah
‘akta ini membuat posisi Indonesia menjadi
sekarang sedang berada (i wilayah Amerika
Oki adalah warga negara Indonesia, Sebagai warga negara Indonesia bagaiman

jahatnya orang tersebut (suatu persoalan yang masih harus dibuktikan) negfran a (a z:n
diwakili oleh pemerintahnya) tetap Mempunyai kewajiban untuk me]i‘ndunginy); d:n ii
berhak untuk mendapatkan perlindungan yang demikian. Dalam negara kita malah hal ini
diatur dan dijamin secara konstitusional dan merupakan kaidah hukum yang fundamental,
yakni sebagaimana yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 yang menyatakan: ... suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi

segenap bangsa Indonesia ...." Alinea Keempat tersebut merupakan tujuan dan cita-cita
pendirian negara Republik Indonesia, Sebagai tindak |

segenap bangsa Indonesia ini, Pasal 7 Und
Permintaan ekstradisi terhadap warganeg

anjut dari keinginan untuk melindungi
ang-Undang Ekstradisi menetapkan: “(1)

ara Republik Indonesia ditolak. (2) Penyimpangan
terhadap ketentuan ayat (1) tersebut di atas dapat dilakukan apabila orang yang bersangkutan

karena keadaan lebih baik diadili di tempat dilakukannya kejahatan.”

Syarat “apabila orang yang bersangkutan karena keadaan lebih baik diadili di tempat
dilakukannya kejahatan” merupakan unsur yang esensial bagi pembenaran atas
penyimpangan yang dibuka oleh Pasal 7 Ayat (2) tersebut terhadap prinsip “tidak akan
menyerahkan warga negara sendiri”. Instansi yang berwenang di Indonesia setelah
mendengarkan pihak-pihak yang terkait akan memutuskan apakah akan mengekstradisikan
Oki atau tidak.,

Di samping itu sebagaimana diketahui, antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak
terdapat perjanjian ekstradisi. Dengan demikian, menurut hukum internasional Indonesia
tidak mempunyai kewajiban untuk menyerahkan Oki kepada Amerika Serikat untuk diadili.
Dengan perkataan lain, persoalan apakah Republik Indonesia akan menyerahkan Oki atau
tidak kepada Amerika Serikat untuk diadili bergantung sepenuhnya pada pihak Indonesia.
Andaikata antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat terdapat perjanjian ekstradisi
pun, besar kemungkinan kedua negara akan mengecualikan untuk menyerahkan warga
negaranya sendiri.

e — m———_ =
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Ketentuan pasalif kity Untyk
serupa ini juga dapat dilihat dari ketentuan Pasa]

menerapkan ketentuan yan Pada [eh;,

_ o t :
atu pilihan. Semanga TR0
d!siaUﬂI'IPS )vaia menetapkan: *Apabilaada perubahan perundang-undangan sesudap PcYbUat(a]
: n

itu terjadi, maka haruslah dipakai ketentuan yang teringan bagi terdakwa " Sebagaimana
diketahui ketentuan yang tercantum dalam Buku I K_UHP b-crlaku pula untuk Perbuatay,
perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan p P
jika ditentukan fain (Pasal 103 KUHP).

Vv, PENUTUP

Tulisan ini sependapat pendirian kalangan pihak yang berwenang di indonesia bahy,
memang Oki sebaiknya diadili di Indonesia. Apabila ia diserahkan kepada Amerika Serikat
untuk diadili, ada kemungkinan pemerintah kita melanggar ketentuan Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 yang bermaksud memberikan perlindungan kepada warga negara di
manapun mereka berada, termasuk pada waktu mereka berada di luar negeri. Di samping
ity, Undang-Undang Ekstradisi walaupun tidak melarang mengekstadisikan warga negara
Indonesia ke negara lain, namun memandang penyerahan yang demikian merupakan suat:
pengecualian dari prinsip “tidak akan menyerahkan warga negara sendiri.”

Ketiadaan perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat juga
akan membuat penolakan Indonesia untuk mengekstradisikan Oki mempunyai dasar yang
sangat kuat dalam hukum internasional sebagai hukum yang harus ditaati dalam hubungan
antarbangsa. Walaupun demikian, demi keadilan, penolakan permohonan ekstradisi pleh
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ia, apabila telah disampaikan secara resmi kepada Amerika Serikat,

memberikan
iiban kepada Indonsia untuk mengadili sendir O; di Indonesi,.
kewajl
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